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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    : a  bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) telah dinyatakan oleh World Health Organization 

(WHO) sebagai pandemi global dan telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan 

masyarakat dan bencana nasional;  

b. bahwa untuk memberikan penambahan manfaat guna 

meningkatkan pemeliharaan kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 dan kebutuhan teknis penjaminan 

bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah 

Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, 
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Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu, perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah 

Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, 

Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah 

Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6267) ; 

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil 

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim 

Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan 

Pejabat Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 151); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung 

Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat 

Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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